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BOCOR - Ruang arsip Disdukcapil bocor, dokumen pencatatan penduduk terancam rusa

Gedung Bocor
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Dokumen Kependudukan
Terancam Rusak
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Sejumlah ruangan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Slpll (Disdukcapil) Kabupaten
Klungkung bocor karena sudah berusia tua. Bahkan, ruang arsip akta dokumen negara yang
ada di gedung paling timur lantai II bocor. Hal ini mengakibatkan, dokumen kependudukan
terancam rusak akibat air hujan. Gedung yang dibangun tahun 80-an itu pun sebagian besar

tidak bisa dimanfaatkan.

Kerusakan terjadi di komplek
gedung paling timur tepatnya ge-
dung sebelah timur lantai II yang
diperuntukan untuk ruang arsip
danlantaiIl di gedung selatan yang
kini sudah tidak bisa dimanfaatkan
lagi. Kondisi atap yang sudah lapuk
dan rusak parah menjadi kendala
utama sehingga gedung tersebut
tidak dimanfaatkan lagi.

Menurut Kepala Disdukcapil
Kabupaten Klungkung I Komang
Dharma Suyasa didampingi Kasu-
bag Kepegawaian Kadek Mastri,
pihaknya tidak berani meman-
~ faatkan gedung lantai IT untuk

perkantoran karena atapnya sudah
rusak parah sehingga air masuk ke
ruangan saat hujan.

Menurutnya, diperlukan biaya
yang cukup besar untuk mereno-
vasl kerusakan yang terjadi di
gedung tersebut. Sedangkan saat
ini, pihaknya baru menerima ang-
garan untuk rehab gedung ruang
rapat sebesar Rp 230 juta. “Ren-
cananya anggaran ini digunakan
untuk merehab gedung ruang rapat
yang sudah rusak ditambahi teras,”
jelasnya.

Sementara terkait dengan ruang

arsip yang bocor, pihaknya telah

berupaya untuk mengusulkan re-
hab. Namun, masih menunggu
kepastian anggarannya.

Kantor yang sebelumnya diman-
faatkan oleh Sekolah Yaparindo
tersebut baru dibenahi 2013. Set-
elah gedung Yaparindo dirobohkan,
Disdukcapil mendapatkan ang-
garan sekitar setengah miliar ru-
piah tahun 2013 untuk pembuatan
gedung yang saat ini dimanfaatkan
untuk pelayanan pembuatan akta
dan KTP. Selanjutnya, diusulkan
juga tembok panyengker sebesar
Rp 190 jutaan dan penataan ta-
man. (dwa)
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Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pipanisasi

Asisten II Sekda

Amlapura (Bali Post) -

Mantan Kadis PU Karangasem yang
sem Ir. Ida Bagus Made Oka,
baga Pemasyarakatan) Karangasem.
proyek pipanisasi air bersih empat ke
penuntut umum dari Kejari Amlapur
berikut berkas perkara dan barang bu

Atas penahanan tersebut,

penasihat hukum tersangka

Hidayat Permana, S.H. mengi-

syaratkan pihaknya bakal .

mengajukan penangguhan
penahanan. “Ya, sesuai prose-
dur kami akan mengajukan
permohonan penangguhan
penahanan,” kata Hidayat.
Alasan mohon penangguhan
penahanan di antaranya kare-

na tersangka menjabat sebagai -

Asisten II Sekda Karangasem,
juga sebagai tulang punggung
keluarga. Begitu tersangka

asal Kecamatan Bebandem itu -

ditahan, penyidik menyampai-
kan surat pemberitahuan pe-
nahanannya langsung kepada
istri tersangka. s

Istri tersangka Nyonya Ida
Bagus Made Oka dan keluarg-
anya sejak awal sudah datang
ke Kejari Amlapura. Saat
tersangka dibawa ke Lapas

Karangasem, keluarganya pun
mengikuti. Istrinya, Nyonya
Ida Bagus Made Oka, tampak
sedih dengan kasus yang mem-
belit suaminya.

Seperti diberitakan, man-
tan Kadis PU Karangasem Ir.
Wayan Arnawa sudah lebih

dahulu divonis di Pengadilan

Tipikor Denpasar dalam ka-

‘sus korupsi proyek pipanisasi

tahun 2009-2010 itu. Arnawa
diputus pidana penjara 1,5
tahun.

Selain Arnawa dan Ida Ba-
" gus Made Oka (IBMO), kasus

yang merugikan keuangan

negara mencapai Rp 3,7 miliar

itu sebelumnya juga menyeret

sejumlah nama. Dl%u Penyidik -
Bali yang

Reskrimsus Polda
menyidik kasus itu, sempat
menetapkan setidaknya dela-
pan nama tersangka. Mereka
yang menjadi tersangka selain

y ., e e

. Rabo, 29 Apeut 2005

IS

kini menjabat Asisten II Sekda Karanga-
Selasa (28/4) sore kemarin, ditahan di Lapas (Lem-
Penahanan tersangka kasus dugaan korupsi
camatan di Karangasem itu dilakukan jaksa
a usai menerima pelimpahan tersangka,
kti dari penyidik Tipikor Polda Bali.

Arnawa dan IBMO (selaku
pejabat pelaksana teknis keg-

iatan/PPTK), juga sejumlah

mengawas proyek dan pen-

© guasa anggaran.

Ditemui di sela-sela me--
limpahkan tahap II dengan
tersangka IBMO berikut ba-
rang bukti, Kanit II Tipikor

‘Reskrimsus Polda Bali Kom-

pol Ida Bagus Wedanajati
menyampaikan, tersangka
lainnya dalam kasus itu masih
dalam proses melengkapi alat
bukti dan berkas acara pemer-
ikasaan (BAP): Dalam waktu
dekat, setelah berkasnya leng-
kap bakal dilimpahkan tahap
1I satu-satunya tersangka dari

ihak rekanan dari PT A{dhl

a. >
~ Dalam kasus proyek pipan-

‘jsasi air minum empat keca-

matan senilai Rp 29 miliar itu,
rekanan yang memenangkan
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pekerjaan proyek itu dari PT

Adhi Karya. Sebelumnya, pe-

serta lelang proyek PT Waskita
a KSO menawar proyek

lebih rendah. Namun, entah

bagaimana kebijakan pejabat

pemilik proyek, ternyata PT
Adhi Karya sebagai penawar -

lebih tinggi yang dimenang-
kan, meski pihak PT Waskita

Karya sudah menga]ukan
‘ Proyek itu dJkerJakan 2009;

namun tahun itu tak selesai.

Dilanjutkan tahun berikutnya )¢

_dan kembali diberikan pihak

/

PT Adlu Katya menge
" Pada akhirnya ad serta

. lelang yang deuga

lantas melaporkan kasus 1tu i
ke penegak hukum. -
Kerugian negara teqadl

dalam kasus itu di antaranya
‘karena spes;ﬁkasx plpa jarin-

gan air bersih yang dipasang

lebih tipis dari spesifikasi da-

lam kontrak kerja. Dibeberapa
lokasi pipa dipasang tanpa
ditanam dalam. Seperti di
pinggir. Jalan di Subagan ﬁlﬁh ;

Bali Post/bud

DITAHAN - Mantan Kadis PUKamngasem n?. Ida Bagus
Made Oka (tengah baju garis vertikal) ditahan dan di-
girmg staf Kejatt Bali ke mobil tahaﬁan, kemarin.

Rebw 29 Apail 01T
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Denp. akhirnya mengakui
bahwa pihak Unud sudah
mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali (PK)
atas bulkannya permoho-
nan kasasi Ni Wayan Kepreg
dan Nyoman Swastika oleh
hkamah Agung). “Ya,
kemarin kan saya sampaikan,
sampai saat ini saya belum
‘mengetahui. Intinya, bahwa,
Unud sudah mengajukan PK
per 30 Maret,” tandas Humas
PN Denpasar Hasoloan Sian-
turi, Selasa (28/4) kemarin.
Sebelumnya, atas sengketa
tanah yang awalnya milik I
Rapuh (alm) dengan pipil
- No. 514 persil No. 137, klas
V seluas 27.600 M2 HMA/
SPPT No. 51.03.050.004.043-

. Denpdsar (Bali Post) +
Pe%;a‘dllan Negeri (PN)

0003.0, yang berlokasi di Jalan

. Uluwatu, Jimbaran tersebut,

eksekusi sudah dilakukan

PN Denpasar. Sementara
Rektor Unud Prof. Suastika

didampingi Pembantu Rektor
(PR) II Prof. Ketut Budisus-
rusa dan PR III Dr. Nyoman
Suyatna secara tegas men-
gaku sudah mengajukan PK
pada 30 Maret. Bahkan, Suy-
atna memperlihatkan kuitansi
pembayaran. Untuk PK, Unud
membayar Rp 4,46 juta di Pen-
gadilan Negeri Denpasar.

Rektor mengatakan, apa
yang diperjuangkan itu meru- .
pakan aset negara. “Ini per- -

juangan hati nurani. Ini yang

dlper]uangkan aset negara, .

bukan pribadi,” sebutnya.
Atas putusan MA, Unud

kemudian mengajukan PK.

Apakah ada bukti baru atau

novum dalam PK yang dia-.

Bali Post/ama

Jukan, PR I Nyoman Suy-
atna mengatakan, pengajuan
PK itu tidak mesti novum.
Pihaknya menilai putusan
MA keliru, mengandung cacat
yuridis atau kekhilafan atau

‘kekehruan hakim. “Dasar

kekehuran ini yang kita pak-
al,” jelasnya. -
Rektor Prof. Susatlka me-
nambahkan, objek sengketa
atau tanah telah dilakukan
pembebasan pada 15 Novem-
ber 1982. “Sehlngga sejak
saat itu tanah menjadi milik

negara, " jelasnya.

Namun, tanah itu kemu-
dian digugat oleh Ni Wayan
Kepreg dan Nyoman Swastika
selaku ahli waris I Rapuh. Di
Pengadilan Negeri Denpasar
dan Pengadxlan ‘Tinggi (PT),
Unud menang. Di tingka
kasasi, MA memenangkan
pemohon: Namun, kekalahan
di MA ini tidak diterima pihak
Unud. Alasannya, yang digu-

_nakan sebagai pertimbangan
adalah buktl s‘urat fotokopl

(asa)

TERBENGKALAI Banyak banguﬂan terbengkalaz tak
1berpeyghum di seputar Kota Denpasar. Kondisi ini
mem bulkan kesan kumuh bahkan angker, hingga
m anggu keindahan wajah kota. Anggota Komisi
III DPRD Kota Denpasar Wayan Suadi Putra, S:-T. men-
gatakan, hal ini mesti ditangani terlebih dahulu oleh
pihak kepala lingkungan sampai tingkat kecamatan
‘setempat ‘untuk memberikan teguran kepada pemilik
(laha angunan. Jika dari tmgkat lingkungan sampai
‘ t desa setempat belum juga mendapat respons,
bai-u asuk ke yusttst.

26 el 20\

Raby,
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Kalaupun Tanjung Benoa
dicabut dari kawasan pari-
wisata, maka dia akan men-

“jadi kawasan pariwisata rinti- -

san. Sementara pariwisata
rintisan hanya boleh dilaku-
kan di daerah yang belum
berkembang. :

- “Ada dua kemungkinan,
apakah memperbaiki RTRWP
berdasarkan Perpres 51 atau
bertanya ke Presiden apakah
tetap melanjutkan Perpres 51

_atau kembali ke Perpres 45,”
ujarnya. :

 Anggota dewan lainnya, I
Wayan Diesel Astawa, ber-
harap Ranperda Riparda
tidak hanya berpikir menge-

nai rencana reklamasi Teluk

 Pariwisata Rintisan

Benoa saja. ’Ménixrutnya*,, wa-

jar ketika ada beberapa pihak

ingin melakukan penundaan
bila memang Ranperda Ripar-'

‘da ini akan mengarah pada

rencana reklamasi. Terlebih
rencana ini menuai pro dan
kontra di masyarakat. 3

Sementara itu, Ketua Pan-
sus APZ I Kadek Diana sepa-
kat adanya penundaan sam-

 pai pihaknya menyampaikan

sejumlah rekomendasi. Salah

‘satunya adalah rekomendasi

untuk merevisi Perda No.16
Tahun 2009 tentang RTRWP..
Di samping mengusulkan
agar Pansus Ranperda Ri-

arda menguji aturan-aturan

engan perbedaan penafsiran
atau multitafsir di Mahkamah

ERESYT T P S
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